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BAB I 

PENOAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tcnlang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa otonomi daerah adaiah hak. wewenang. Jan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Daerah otonom selanjutnya discbul daerah adaiah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wiiayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa adaiah bentuk pemerintahan lerkecil yang ada di Indonesia, 

mayoritas penduduknya bekeija sebagai petani dan tingkat pendidikan reiatif 

rendah. dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Menurut 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adaiah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiiki batas wiiayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. hak asal-usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihonnali dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan dan 

mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan segala sesuatu 



yang sifatnva keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas 

dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, 

dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk iluiah daiam 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur 

Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada 

masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan .Asii Desa. adanya 

kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota 

unluk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah salu 

sumber pendapatan desa dan bentuk transler dana dari pemerintah yang telah 

diatur dalam Undang-findang Desa adaiah Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya 

dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa 

adaiah belanja lidak langsung sebesar 30% {tiga puluh persen) untuk belanja 

aparatur dan operasionai Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 

70% {tujuh puluh persen) unluk biaya pemberdayaan masyarakat. 

Penyeienggaraari pemerintahan desa membutuhkan suatu 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa agar tercipatanya 

penvelenggaraan pemerintahan desa yang baik. demokratis dan amanah (Good 

Governance), pemerintahan yang bcrakuntabilitas pubiik yang senantiasa mau 

mempertanggungjawabkan segala kegiatan vang diamanti oleh rakyal. 



Penyusunan Alokasi Dana Desa (ADO) merupakan bentuk dcscntralisasi 

untuk mendorong good governance- C/ood governance sering diartikan sebagai 

kepemerintahan \ang baik(Mardiasmo. 2009: i8).Sememara iiu. Work Bank 

mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggungjawab vang sejalan dengan prinsip 

demokrast dan pasar vang ellsien. pcnghindaraan salah alokasi dana investasi, 

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasif. menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi 

lumbuhnya aktivitas usaha. 

Mardiasmo (2009: 18) lerdapal sembilan karakteristik good 

governance yaitu akiinlabiiitas, transparansi. partisipasi, eflsiensi dan 

efektivitas. aturan hukuin. sikap responsif, berorientasi pada konsensus, 

kesetaraan/kesederajatan dan visi stategis. Dalam karakteristik good 

governance, paling lidak terdapat empal hal yang dapat diperankan oleh 

akuntansi sektor pubiik yaitu transparansi. akuntabilitas, efektivitas dan etisien 

serta partisipasi. Untuk mewujudkan good governance and corporate 

governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. maka 

diperlukan serangkaian reformasi di sector public (public sector reform). 

Dimensi reformasi sector public tersebut lidak saja sekedar perubahan format 

lembaga. akan tetapi mencakup pembaharuan aiat-alat yang digunakan unluk 

mendukung berjaiannya lembaga-iembaga public tersebut secara ekonomis, 

efisien. efektif. iransparan.dan akuntabilitas. 
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Desa Talang fiululi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

merupakan desa yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

37 Tahun 2007 tenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasa! 22. 

Dimana anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung sebesar 

aO^o dan untuk belanja langsung sebesar 70*̂ 0. Fenomena yang terjadi di Desa 

Talang Buluh penggunaan alokasi dana desa di Desa Taiang Buluh untuk 

belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 30% dan belanja langsung 

mengalami penurunan dan 70% sehingga AJokasi Dana Desa beium sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa daiam pasal 22. Benkut data Alokasi 

Dana Desa Talang Buluh Anggaran Tahun 2014: 
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Tabel I. I 
Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Talang Buluh Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 

! NO i Uraian 1 Penenmaan (Rp) 1 Pengeluaran (Rp) 
i 1 
I 

1 Alokasi Dana Desa 
Tahun Anggaran 
2014 

602.800.000 

1 

Dialokasikan untuk: 
!. Belanja Tidak 

1 Langsung (30%) 
Peraturan 

Menteri Dalam 
Negen Nomor 37 

Tahun 2007 

184.440.000 

B Belanja 
Langsung 
(70%) 

430.360.000 

Realisasi Anggaran 
Alokasi Dana Desa 
1. Belanja Tidak 

Langsung (15%) 

(9T500.000) 

2. Belanja 
Langsung 
(43%) 

(260.700.000) 

1 Sehsih f 92.940,000 169.660.000 
Sumber: Kantor Desa Talang Buluh . 2016 

Pada tabel 1.1 menunjukan alokasi dana desa yang lidak sesuai 

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Karena 

beianja tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 

43%, Berarti desa TaJang Buiuh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

banyuasin tidak inelaksanakan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 37 

. Berdasarkan tabel 1,1 banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh 

Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

sebesar Rp.250.200.000. 



Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

dalam pasa! 22. bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adaiah 

beianja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja 

aparatur dan operasionai Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 

70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. tetapi 

kenyataanya pada laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa lalang 

Buluh Kecamatan Taiang Kelapa Kabupaten Banyuasin tidak sesuai 

dengan porsinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan dasar teori yang ada, maka 

penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan 

Good Govenance pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang kelapa 

Kabupaten Banyuasin. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian Ini sebagai berikut: 

Bagaimanakah pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 

dengan pendekatan Good Governance'} 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah. maka tujuan penelitian ini 

adaiah untuk mengeiahui laporan perianggun^avvaban alokasi dana Desa 

Talang Bukih Kecamatan lalang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 

anggaran 2014 dengan pendekatan Good Governance? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas. maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana menerapkan ilmu yang diterima 

dibangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

2. Bagi Desa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

bahan masukan dan perlimbangan bagi desa. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan juga bagi penelitian-

penelitian yang akan datang. khususnya yang berkaitan dengan 

akuntabilitas dan anggaran pendapatan dan belanja desa. 



B A B n 

K A J I A N PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Suci 

(2015) yang berjudul akuniabilitas dan transparansi 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APDes). 

Tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui penerapan akuntansi 

dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan 

daiam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen 

keuangan desa yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adaiah data sekunder. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adaiah pendapatan 

desa dan belanja desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data 

sekunder sebagai sumber datanya.Teknik pengumpulan data berupa 

penelitian lapangan (field research).Hasii pengumpulan data dianalisis 

dengan metode kualitatif menggunakan paradigma 

deskriptif.Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan 

Peraturan Menteri Daiam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan 

jieiaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan 

pertangun^awaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). 

namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya 



pembinaan dan pelatihan iebih lanjut. karena beium sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan. 

Fersamaan dengan penelitian sebelumnva adaiah sama-sama 

rnembahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya 

terletak pada objek penelitian Suci dilakukan pada Desa Kepatihan 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada Desa lalang Buluh Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Parldah (2015) yang 

berjudul Transpamsi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes). 

Tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui seberapa jauh 

penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa 

dalam pengelolan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan 

Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD) 

melaiui kegiatan yang meliputi: perencanaan. pelaksanaan. pelaporan 

dan pcrtanggunggungjawaban. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adaiah data primer dan data sekunder. feknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan 

analisis dokumentasi. 

Variabel yang digunakan dalam variabel ini adaiah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Dana Desa (ADD), 

transaparansi dan akuntabilitas.. Metode yang digunakan adaiah 



deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan 

Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip 

transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun 

anggaran 2013. 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adaiah sama-sama 

rnembahas tentang alokasi dana desa. transparansi dan akuntabilitas. 

Perbedaannya terletak pada objek penelitian dilakukan pada Desa 

Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. sedangkan 

penelitian sekarang dilakukan pada Desa falang Buluh Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Aivianty dkk (2014) yang 

berjudul Akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana Desa lahun 

anggaran 2013 di Desa Badak Bam Kecamatan Muara Badak 

kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini adaiah unluk 

menentukan alokasi dana desa laporan pertanggungjawaban (iaporan 

realisasi anggaran untuk tahun fiskal 2013) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri pada tahun 2007 hahwa penjeiasan Nomor 37 

deskripsi yang lerkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 72 2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adaiah data sekunder. 

Variabel yang digunakan daiam penelitian ini adaiah alokasi 

dana desa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adaiah 



jMenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 22.. dan melaporkan realisasi 

alokasi anggaran desa untuk tahun fiskal 2013. Hasil dari penelitian ini 

adaiah alokasi laporan dana desa akuntabilitas untuk tahun fiskal 2013 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 

2007. 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adaiah sama-sama 

rnembahas tentang alokasi dana desa. Perbedaannya terletak pada 

objek penelitian Aivianty dkk dilakukan pada Desa Badak Baru 

Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara . sedangkan 

penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 



Tabel II . 1 
Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya 

No Judul,nama dan 
tahun penelitian 

Persamaan Perbedaan 
i 

1 Akuntabilitas dan 
transparansi 
pertanggungjawaban 
Anggaran 
Pendapatan Belanja 
Desa (APDes). Suci 
(2015) 

sama-sama 
i rnembahas tentang 

akuntabilitas dan 
transparansi. 

objek penelitian Suci 
dilakukan pada Desa 
Kepatihan Kecamatan 

; Menganti Kabupaten Gresik. 
j sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada 
Desa Talang Buluh 
Kecamatan Talang Kelapa 
Kabupaten Banyuasin. 

2 Transpamsi dan 
akuntabilitas 
pemerintah desa 
dalam pengelolaan 
Anggaran 
Pendapatan Desa 
dan Belanja Desa 
(APBDes). Faridah 
(2015) 

sama-sama 
rnembahas tentang 
alokasi dana desa. 
transparansi dan 
akuntabilitas 

objek penelitian dilakukan 
pada Desa Sidogedungbatu 
Kecamatan Sangkapura 
Kabupaten Gre.sik. sedangkan 
penelitian sekarang dilakukan 
pada Desa Talang Buluh 
Kecamatan Talang Kelapa 
Kabupaten Banyuasin. 

3 .Akuntabilitas 
pertanggungjawaban 
alokasi dana Desa 
tahun anggaran 2013 
di Desa Badak Baru 
Kecamatan Muara 
Badak kabupaten 
Kutai Kartanegara. 
Aivianty dkk (2014) 

sama-sama 
rnembahas tentang 
alokasi dana desa 

objek penelitian dilakukan 
pada Desa Badak Baru 
Kecamatan Muara Badak 
kabupaten Kutai Kartanegara 
, sedangkan penelitian 
sekarang dilakukan pada 
Desa Talang Buluh j 
Kecamatan Talang Kelapa | 
Kabupaten Banyuasin. \ 

Sumber: Penulis 2016 

B, Landasan Teori 

1. Alokasi Dana Desa (ADD) 

a) Pengertian Alokasi Dana Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa pasal 68 pengertian Alokasi Dana De.sa adaiah "Bagian 

dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh 



Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit i 0% yang 

pembagiannya untuk setlap desa secara proporsional yang 

merupakan alokasi dana desa". 

b) Tujuan Alokasi Dana Desa 

Ada pun tujuan alokasi dana desa: 

IJ Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

2) Meningkatkan perencanaan dan ^x;nganggaf-an 

pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

3) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan. sosial 

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa daiam 

rangka pengembangan social dan ekonomi masyarakat. 

6) Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melaiui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan goiong rovuiig 

masyarakat. 

c) Pertangguagjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dntsa Desa 

(ADD) 

Pertanggungjawaban serine digunakan sebagai sinonim kata 

akuntabilitas. penyelenggaraan. langgungjawab. dan istilah-

istiiah lain vang berhubungan dengan harapan pemberian 
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tanggungjawab. Indra (2006; 385) istilah pertanggungjawaban 

adaiah "suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti, 

Sebagai salah satu aspek dalam penvelenggaraan organisasi 

sektor publtk, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang 

penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor 

pubiik". 

2. Good Governance 

a. Pengertian Good Governance 

Mardiasmo (2009: 17) good governance dapat diartikan 

sebaga cara mengelola urusan-urusan pubhk Word Bank 

memberikan definisi governance sebagai "the way state power 

IS used in managing economic and social resources for 

development of society". Sementara itu. / Inifed National 

Development Program (IJNDl*) mendefinisikan governance 

sebagai "the exercise oj political, economic, and administrative 

authority to manage a nafiotPs affair at all levels". Dalam hal 

ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemenntah 

mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat. sedangkan UNDP lebih menekankan 

pada aspek politik. ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan 

Negara. Political governance mengacu (xida proses pembuatan 

kebijakan (policy strategy formulation). Economic governance 

mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi 
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yang berimph'kasi pada masalah pemerataan. penurunan 

kemiskinan dan peningkatan kuaiitas hidup. Aamimstraiivc 

governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan 

j ika mengacu pada program IVor/J Bank dan UNDP, 

orientasi pembangunan sector public adaiah untuk menciptakan 

good goverfumee. Pengertian good governance sering diartikan 

sebagai kepemerintahan yang baik (Mardiasmo. 2009:18). Work 

Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab yang sejalan dengan pnnsip demokrasi dan 

pasar yang efisien, penghmdaraan salah alokasi dana investasi, 

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administrasif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

b. Karakteristik Good Governance 

Mardiasmo (2009: 18) UNDP memberikan beberapa 

karaktenstik pdaksanaan goodgineniancc . meliputi: 

i ) Partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakat artinya semua warga 

masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun melaiui lembaga-

iembaga perwakilan sab yang mewakili kepentingan 

mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun 
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berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan 

pendapat. serta kapasitas untuk berpartisipasi secara 

konstruktif 

(PTO I'NPiM ppk. 2007)Partisipasi adaiah pnnsip 

dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau 

alur tahapan program dan pengawasannya. muiai dan tahan 

sosiahsasr perencanaan, pelaksanaan. dan pelestarian 

kegiatan dengan memberikan sumbngan tcnaga, pikirair 

atau dalam bentuk materi. 

( M A R rilaar, 2009:287}Banyak pengertian 

partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli. namun pada 

hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal 

dari bahasa inggris participate yang artinya mengikut 

sertakan. ikut mengambil bagian (Will ie Wijaya, 

2004:208). Partisipasi adaiah .sebagai wujud dan keinginan 

untuk mengembangkan demokrasi melaiui proses 

desentraiisasi dimana diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dan bawah dengan mcngikut sertakan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan 

inasyarakatnya 

Ada beberapa macam partisiapasi yang 

dikemukakan oleh ahli. Menurut (Sundariningrum Sugiyah, 



2010:38) niengkJasiOkasikan partisipasi menjadi dua 

berdasarkan keterlibatannya, yaitu 

b. Partisipasi langsung Partasipasi vang leriadi apabila 

individu menampilkan kegiaian icricniu dalam proses 

partisipasi Partisipasi lepadi apabila setiap orang dapai 

mengajukan pandangan. rnembahas pokok 

permasalahan. mengajukan kebcratan terhadap 

kcingman orang lain atau terhadap ucapannya 

c Partisiapasi tidak langsung Partisipasi ini terutama 

berkaitan dengan penentuan altcrnatif dengan 

masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide 

yang menyangkut kepentingan bersama, 

Aturan hukum. tcgaknya supremasi hukum 

Aturan hukum. tcgaknya supremasi hukum artinya 

kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa 

pandang bulu, termasuk dt dalamnya hukum-hukum yang 

menyangkut liak asasi manusia. 

rranparansi 

I ranparansi artinya iranparansi dibangun alas dasar 

arus intbrmasi yang bebas Seluruh proses pemerintahan. 

lembaga-iembaga dan intbrmasi dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 



Pasai 4 avat7 Peraturan Menten Dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 37 T ahun 2007, tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah. dikatakan transparan adaiah pnnsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

lua.snya tentang keuangan daerah. Dengan adanya 

transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang unluk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemenntahn. yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanannya. sena hasi,-hasil yang 

dicapai, fransparansi juga, memiliki arti keterbukaan 

organisasi daiam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktvitas pengelolaan sumber daya pubiik kepada pihak-pihak 

yang mcn|adi pcmangku kepentingan (Mahmudi,2010:17-

18). 

Kristianten (2006:43) fransparansi menjadi sangat 

penling bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daiam 

menjalankan inandat dan rakyat. Mengingat ("icmcrinlah 

saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan 

penting yang berdampak bagi orang banyak. pemenntah 

harus menyediakan inlbnnasi yang terkait dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya pubiik kepada pihak yang 

membutuhkan yaitu masyarakat. 



J.3 

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi daiam 

penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: 

(a) Salah satu wujiid pertanggungjawaban pemenntah 

kepada masyarakat. 

(b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan 

penlenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi 

kesempatan aspek KKN Transparansi pengeiolaiin 

keuangan pubiik merupakan pnnsip good governance 

yang harus dipeniihi oleh organisasi sektor pubiik. 

Dengan dilakukannya transparansi tersebut pubhk 

akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, 

sehingga mereka dapat menggunakan informasi 

tersebut untuk. 

(c) Membandingkan kinerja keungan yang dicapai dengan 

yang direncanakan ( realisasi vs anggaran ) 

id) Meniiai ada tidaknya korupsi dan manipulasi daiam 

perencanaan. pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

anggaran. 

(e) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan 

perundang yang terkait. 

4) Sikap responsif 

Sikap responsif artinya, lembaga-iembaga dan 

seluruh proses pern erintahanh arus berusah a meJayani 



semua pihak yang berkepentingan. 

5) Berorientasi pada konsensus 

Berorientasi pada konsensus artinya tata 

pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-

kepentmgan yang berbeda demi terbangimnya suatu 

konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi 

kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, 

konsensus daiam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur. 

6) Kesetaraan/kesederajatan 

Kesetaraan/kesederajatan artinya semua warga 

masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka. 

7) Efektifitas dan efisiensi 

Menurut Mardiasmo (2009: 132) efektiitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

saran yang harus dicapai. Berdasarkan definisi tersebut 

dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu 

kemampuan organisasi untuk memperoleh dan 

memantaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin 

dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Indra (2006: 336) efektivitas adalah 

hubungan antara output dan tujuan yang efektivitas diukur 



berdasarkan scbcrapa jauh tingkat output antara keluaran, 

kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai 

tujuan vang telah ditetapkan Berdasarkan dua definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ercktivitas merupakan 

pengukuran hasil dari kegiatan perusahaan ditinjau dari scgi 

kuaiitas hasii kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas 

uaktu yang ditargetkan. 

Bayangkara (2011 13) efisiensi berhubungan 

dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, 

sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya 

yang d imi l ik i , tifisiensi adaiah rasio antara output dan 

input, dimana dalam hubungannya adaiah input-proscs-

ontpul. 

Mashun (2006: 186) efisiensi merupakan mengukur 

tingkat input dari perusiihaan terhadap output perusahaan. 

F3erdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa efisiensi adaiah ukuran proses yang menghubungkan 

antara input dan output dalam operasionai penisahaan serta 

tindakan dengan cara yang dapat tnerninimaiisir kerugian 

atau pemborosan sumber daya dalam melakukan atau 

menghasiikan sesuatu. 

Dapat disimpulkan bahwa Efektifitas dan efisiensi 

amerupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-



iemhaga menihuahkan hasil sesuai kebutuhan warga 

masvarakal dan dengan menggunakan sumber-sumber day a 

y ang ada seoptimal mungkin 

8) Akuiuabiliias 

Akuniahiliias artinya para pengumbii keputusan di 

pemerintahan. sektor swasta dan organisasi-organisasi 

masvarakal. bertanggungjawab baik kepada masyarakat 

maupun kepada lembaga-iembaga yang berkepentingan 

Bentuk fertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan 

lainnva terganlung dan jenis organisasi yang bersangkutan 

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki 

kuaiitas .serta kineria dan mstansi pemerintah agar menjadi 

liemerintahan yang transparan dan berorientasi pada 

kepentingan pubhk Adapun konsep dari akuntabilitas 

didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan 

dalam tiap klasdlkasi jabatan bertanggungjawab pada 

kegiatan yang dilakukanny 

VValuyo (2009 195 )Akuntabilitas adaiah kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban atau meiijawab, 

dan menerankan kmerja serta tindakan seseorang badan 

hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak aiau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau [pertanggungjawaban. Selam untuk 
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mcniadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-

prinsip akuntabilitas liarus didukung komitmen yang kuat 

dan organisasi yang mempunyai wevvenang dan 

bertanggungjawab di bidang pengawasan dan pern laian 

iBPkP. 2()07;8). 

Akuntabilitas dalam pemenntah desa ^cbagamiarui 

vang diungkapkan oleh (Sukasmanto dalam Sumpeno, 

2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan 

dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan 

pemerintah de.sa Pertanggungjawaban yang dimaksud 

menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam 

APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu 

kom|xmen di dalamnya : 

i I ) Kapan Pengelolaan APBDes 

Semakin meningkatnya tuntunan rakyat terhadap 

penvciengaraiin pemerintahan yang baik (good governance) 

di Indonesia sejak era reformas! telah mendorong jx'ncrapan 

good governance semua level pemerintahan Syarat-syarai 

hagi hag] terciptanya good governance adaiah adanya 

transparansi daiam peyelenggraan pemenntahan, 

pemerintahan partisipasif bagi masyarakat, dan akuntabilitas 

(Waluyo, 2007:203). Akuntabiitas meliputi pemberian 



informasi keuangan kepada masyarakat dan fx.mgguna 

lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk meniiai 

pertanggungjawaban pemenntah atas semua aklititas yang 

dilakukan, bukan hanya iaporan keuangan saja namun harus 

memberikan informasi dalam pembuatan keputusan 

ekonomi, sosial dan politik. Selam itu akuntabilitas adaiah 

upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam 

menciptakan penylenggaraan pemerintah ke arah yang lebih 

baik dengan bcrladaskan good governance Akuntabiliatas 

diharapkan dapat memperbaiki kuaiitas serta kinerja dan 

instansi pemenntah agar menjadi pemerintahan yang 

transparan dan berorientasi pada kepentingan pubiik. 

(b)) Macani-Macam Akuntabilitas 

f)alani Akuntabilitas publiik ada dua macam 

akuntabilitas diantaranya kuatabilitas vcrtikal (vertical 

accountability) dan akuntabilitas horinzotal (honnzotal 

accountability ) yang mempunyai dcllnisi .sebagai berikut; 

• Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) 

adaiah pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kepada 

oiontas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban 

unit-unit kerja dinas kepada 21 pemerintah daerah. 



pertanggungjawaban pemenntah daerah kepada 

pemenntah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. 

• Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability ) 

Pertanggungjawaban horizontal (horizontal 

accountabiltty) adaiah pertanggungjawaban pada 

masyarakat luas, 

Dari deiapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 

empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public 

yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta 

partisipasi (Jntuk mewujudkan good governance and corporate 

governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, 

maka diperlukan serangkaian reformasi di sector public (public 

sector reform). Dimensi reformasi sector public tersebut tidak saja 

sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup 

pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung 

berjaiannya lembaga-iembaga public tersebut secara ekonomis, 

efisien, efektif, lransparan,dan akuntabel (Mardiasmo, 2009:20). 

3. Peraluran Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, 

Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22 

Adapun isi dan Peraturan Menteri daiam Negeri nomor 37 

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri 



dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 

22: 

a) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang penibiayaannya borsumber 

dan ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim 

Peiaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati, Walikota: 

b) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adaiah sebesar 302o 

(tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasionai 

pemerintah desa, sebesar 70% (tujuhpuJuh persen) untuk biaya 

pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan 

Masyarakat digunakan untuk: 

{1) Biaya perbaikan sarana pubiik dalam skala kecil. 

(2) Penyertaan modal usaha masyarakat melaiui BUMDesa. 

(3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan 

(4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman. 
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iME I O D E P E N E L H T A N 

Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2UI2: 53-55) dcsain penelitian dapat 

dikategorikan beberapa macam, yaitu: 

i . Oesain Penelitian Deskriptif 

Desain penelitian deskriptif adaiah penelitian yang dilakukan 

untuk mengeiahui vanalxl inandin baik satu variabel alau lebih 

tanpa membuat [xrbandmgan atau menghubungkan dengan 

variabel lainnya 

2 Desain Penelitian Komparatif 

Desain penelitian komparatif adaiah suatu ixnclitian yang 

bersifat membandingkan atau berupa hubungan scbab akibat 

antara dua variabel atau lebih dari satu variabel. 

3. Desain Penelitian Asosiatif 

Desain penelitian asosiatif adaiah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaiah 

deskriptif. yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui 

pertanggungjawaban alokasi dana desa yang mevvuiudkan good 

guvenutnce. 



B. I.okasi Penelitian 

Penelitian vang dilakukan pada Desa lalang Huluii 

Kecamatan l alang Kelapa Kabupaten Banvuasm Sumalcra Solaian 

( . Operasionalisasi V ariabel 

Menurul Sugivono 12012 581 opera-sumahsas! \anabd 

adaiah definisi yang diberikan kepada \ariai)cl dengan cara 

memberikan arli alau menspesifikasikan bagaimana vanabci icrsebui 

diukur. kcmudian ditank kesimpulan Opcrusionali.sasi variabel daiam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel I I I . 1 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel 

Alokasi dana 

Definisi Indikator 

pendekatan 
gtiOil 

suatu penyelcnggaraan manajemen 
desa dengan pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab yang sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar 

gownuiuce ; yang efisien, pcnghindaraan salah 
alokasi dana investasi. dan 
pencegahan korupsi baik .secara 

I politik maupun admini.strasif. 
j menjalankan disiplm anggaran >cr(a 
: pcnciiitaan legal and/>i>/ifh ai 
\ frame work bagi tumbuhnva akuvita^ 

i _ j "T9.̂ ^ 
Sumher: Penulis 2016 

a Transparansi 
b Akuntabilitas 
c Efisien dan 

l lckt i f i tas 
• I Partisipasi 

file:///anabd


I). Data yang Digunakan 

Menurut Danang (2013: 21-22} data yang diperlukan ada dua 

jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adaiah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti atau yang dikumpulkan secara langsung dari sunibernya 

tail pa perantara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adaiah data yang bersumber dari caiatan yang ada 

pada perusahaan atau dari sumber lainnya yang diperoleh secara 

tidak langsung melaiui media perantara. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data sekunder 

yaitu berupa data yang didapatkan secara lidak langsung yang dapat 

dijadikan sumber informasi berupa laporan anggaran pendapatan dan 

belanja desa dan alokasi dana desa. Desa falang Buluh Kecamatan 

Taiang Kelapa Tahun Anggaran 2014. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurul Sugiyono (201J; i'M-jnS) u^knif nungumiHiian data 

dapat dilakukan dengan eara xbagai benkut 

I . Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) merupakan leknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstniktur dan dapat 



dilakukan melaiui tatap muka (face to face) maupun menggunakan 

lelepon. 

2. Kiiesioner (angket) 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data vang 

dilakukan dengan eara memberikan seperangkai perianyaan terliilis 

kepada rcsponden untuk dijawabnya. 

3. Observasi 

Observasi merupakan pengamalan dan pencatatan sistematis 

terhadap gejala-gejala yang dilelili. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan Catalan peristiwa yang sudah berlalu 

dapat berupa tulisan. gambar dan karya-karya monumenial . 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adaiah wawancara dan dokumeniasi. Wawancara yang dilakukan 

dengan pihak kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan 

alokasi dana desa tahun anggaran 2014.. Dokumeniasi berupa laporan 

APBDes dan Alokasi Dana [)esa. Desa lalang Buluh Kecamatan 

Talang Kelapa Tahun Anggaran 2014. 

F. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012: 13-14) analisis data penelitian dapat 

dikelompokkan menjadi dua. yaitu; 



Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adaiah suatu mclode analisis 

dengan menggunakan data vang herbentuk kata. kalirnat. 

skema dan gambar. 

Analisis Kiianlitalif 

Analisis kuantitalif adaiah analisis dengan menggunakan 

runuis-runius slatistik >ang disesuaikan dengan Judul penelitian 

dan rumusan masalah untuk perhitungan angka-angka dalam 

menganalisis data yang diperoleh. 

Analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adaiah 

deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang datany a dalam bentuk 

verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik slatistik. 



32 

BAB IV 

H A S I L P E N E L I T I A N DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.Sejarah Singkat Desa Talang Bulub 

Secara historis, dahulu Desa Talang Buluh hanya sebuah Dusun, 

tepatnya dusun IV Keiurahan Sukajadi, tetapi pada tanggal 9 Februari 

2004 Dusun Talang Buiuh resmi menjadi Desa Talang Buluh itu, namanya 

tetap Talang Buluh karena dahulu di desa ini penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani di lading-ladang atau disebut dengan Talang 

dan di desa ini juga banyak ditumbuhi tanaman bamboo yang disebut 

masyarakat yaitu tanaman buluh, kemudia digabunglah antara kebiasaan 

Masyarakat mencari nalkah dengan cara bercocok tanam ditalang dengan 

tanaman yang banyak terdaftar di desa ini menjadi Talang Buluh, selain itu 

juga Desa Talang Buluh biasa dikatakan Desa terisolir karena kondisi jalan 

yang rusak parah, fasilitas pendidikan kurang dan bangunan, Masjid yang 

memprihatinkan. Namun sekarang Desa Talang Buluh berangsur-angsur 

menjadi Desa yang maju, Jalan yang bagus, gedung Pendidiakan yang 

sudah ada dan Masjid yang masih dalam proses pembangunan sudah 

mencapai 80% (data tahun 2014). 

2. Struktur Organisasi Desa Talang Buluh 

a. Pemenntahan Desa 

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja 

secara bersama-sama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
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upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya 

yang berdasarkan pada asa! usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Masing-masing desa memiliki struktur atau susunan organisasi 

yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari 

masing-masing desa. Benkut adaiah penjeiasan fungsl dan tugas 

Pemerintahan Desa: 

1) Kcpala Desa 

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai 

kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada 

langsung di bawah Bupati dan ia bertanggungjawab kepada Bupati 

melaiui camat. 

Fungs! dan tugas dari kepala desa adaiah memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan desa. 

a)Wewenang kepala desa 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan 

beberapa wewenang seperti yang tercantum dalam PP no. 72 

lahun 2005. seperti: 

(1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD 

(2) Mengajukan rancangan peraturan desa 
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(3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BPD 

(4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai APR desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

BPD 

(5) Membina kehidupan masyarakat desa 

(6) Membina perekonomian desa 

(7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

(8) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

b) Kewajiban pokok kepala desa 

(1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

UUD tahun 1945, serta mempertahankan dan memeiihara 

keutuhan NKRI 

(2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(3) Melaksanakan kehidupan demokrasi 

(4) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 

(5) Menjaiin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 

pemerintahan desa 



(6) jMentaati dan mcnegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan 

(7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

(8) Melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pengelolaan 

keuangan desa 

(9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa 

(10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 

( I t ) Mengeinbangan pendapatan masyarakat dan desa 

(12) Membina. mengayomi. serta meiestarikan nilai-nilai sosial 

budaya dan adat istiadat 

(13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa 

(14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

meiestarikan lingkungan hidup 

Selain kewajiban-kewajiban pokok di atas, kepala desa Juga 

berkewajiban untuk : 

(1) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

Bupati atau Walikota melaiui camal sekaii dalam salu tahun 

(2) Memberikan l.aporan keterangan pertanggungjawaban kepada 

BPD dalam musvawarah BPD setidaknya sekaii dalam setahun 

(3) Menginlbrmasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

kepada masyarakat baik melaiui selebaran maupun dapat -

diintbrmasikan secara lisan dalam bcrbagai pertemuan 

masyarakat desa maupun media lainnya. 
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2) Sekretaris Desa 

Kedudukan dari sekretaris desa adaiah sebagai unsur statT yang 

membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas 

utama dari seorang sekretaris desa adaiah membantu tugas kepala desa 

dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi 

administrasi. kepegawaian. keuangan. umum. periengkapan, 

perencanaan. evaluasi. serta laporan. 

a) Tugas sekretaris desa 

(1) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, 

pembangunan. kemasyarakatan. dan keuangan desa. 

(2) Memberikan pelayanan administrasi unluk pemerintah desa dan 

masyarakat 

b) Fungsi Sekretaris Desa 

(1) Sebagai peiaksana bagian surat menyurat. arsip, serta iaporan 

(2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan 

(3) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan 

kemasyarakatan 

(4) Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa 

sedang berhalangan. 

(5) Melaksanakan urusan periengkapan serta kerumahtanggana desa 

(6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kcpala desa 
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3) Kasi Pemerintahan 

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adaiah sebagai unsur 

sekretariat, yang melaiui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab 

terhadap kepala desa. 

a) Fungsi kepala urusan pemerintahan 

(1) Sebagai peiaksana kegiatan pemerintahan desa 

(2) Sebagai peiaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta 

ketertiban masyarakat 

(3) Sebagai peiaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh kepala desa 

(4) Sebagai peiaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa 

b) Tugas kepaia urusan pemerintahan 

(1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di 

didang teknis dan administrasi 

(2) Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara 

teknis, administrasi. maupun pelaksanaan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat 

(3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa 

terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang 

menyangkut pemerintahan desa 

(4) Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa 

terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di 

masyarakat desa 
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(5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

4) Kasi Pembangunan 

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan 

pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang 

memiliki tanggungjawab terhadap kepala desa melaiui sekretaris desa. 

a) Tugas kepala urusan pembangunan 

(1) Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa 

baik di bidang teknis maupun administrasi 

(2) Membantu pembinaan perekonomian desa 

(3) Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa 

maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada 

kepala desa 

b) Fungsi kepaia urusan pembangunan 

(1) Sebagai peiaksana kegiatan perencanaan pembangunan di 

desa 

(2) Sebagai peiaksana kegiatan dalam upaya pembinaan 

perekonomian desa serta melakukan inventarisasi potensi-

potensi yang ada di desa 

5) Kasi Kemasyarakatan 

a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
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pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi 

pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, 

bantuan dan pelayanan social, 

b) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

(1) Menyusun rencana keija Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Keiurahan. 

(2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 

bawahan. 

(3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 

keputusan. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program 

kegiatan Kantor sesuai dengan bidang tugas. 

(4) Melakukan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan 

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

(5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 

(6) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dibidang Pemberdayaan Masyarakat. 

(7) Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan 

masyarakat keiurahan. 

(8) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat. 

(9) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap penderita 

cacat, tuna karya, tuna wisma dan tuna susiia. 



40 

(10) Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga 

miskin. rumah lidak layak huni, korban bencana alam dan 

penyandang masalah kesejahteraan social lainnya. 

(11) Melakukan fasilitas pemberian bantuan social. 

(12) Melakukan fasilitas Pembinaan terhadap usaha-usaha 

masyarakat di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan keluarga berencana. 

(13) Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan 

terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

Lembaga Pemberdayaan masyarakat Keluarga (LPMK), 

Karang faruna dan Peningkatan Peranan Wanita (P2W). 

(14) Memproses rekomendasi nikah. lalak, cerai dan rujuk. 

(15) Melakukan fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMl). 

(16) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan 

pengukuran kinerja bidang pemberdayaan masyarakat. 

(17) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang 

pemberdayaan masyarakat, 

(18) Memeriksa dan meniiai hasil kerja bawahan secara periodik. 

(19) Memberikan usul dan saran kepada alasan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

(20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

(21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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6) Kepala dusun 

Kedudukan kepala dusun adaiah sebagai unsur kewilayahan 

yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. 

Adapun tugas dari kepala dusun adaiah membantu kepala desa dalam 

menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban. pembangunan, serta kemasyarakatan. 

a) Fungsi kepala dusun : 

(1) Sebagai peiaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wiiayah 

kerjanya 

(2) Sebagai peiaksana peraturan desa di wiiayah kerjanya 

(3) Sebagai peiaksana kebijakan desa 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya 

terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pcmangku adat, golongan profesi, 

pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota 

BPD merupakan wakii dari penduduk desa yang bersangkutan yang 

dipilih dalam musyawarah mufakal dan masa jabatan dari anggota 

BPD adaiah 6 tahun. (baca ; RT dan RW di Indonesia) 

1) Fungsi BPD 

a) Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepaia desa. 

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
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2) Wewenang BPD 

a) Bersama Kepala desa melakukan pembahasan rancangan 

peraturan desa 

b) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan 

kepala desa 

c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 

desa 

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e) Menggalf, menampung. menghimpun, merumuskan, serta 

menyalurkan aspirasi masyarakat 

f) Menyusun tata tertib BPD 

3) Hak BPD 

a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa 

b) Menyatakan pendapat 

Dari penjabaran tugas dan fungsi diatas maka dapat diiihat struktur 

Pemerintahan Desa Talang Buluh terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Aparatur Pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Aparatur Pemerintah Desa Talang Buluh 

yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. yang terdiri I Kepala Desa, ! 

Sekretarais Desa, 3 Kasi, 1 Bendahara Desa, 3 Kepaia Dusun, dengan 

jumlah seluruhnya 9 orang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) berjumlah 7 orang. 
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Tabel IV. I 
Data Aparatur Pemerintah Desa Talang Buluh 

No. Nama Jabatan 
1. Sukatno Kepala Desa 
2. Hj Endang Martini Sekretaris Desa 
3. Hairuliani Kasi Pemerintahan 

" 4. ̂  Filriyanti Kasi Pembangunan 
5. Endang Triasih Kasi Kemasyarakatan 
6. imzon Safawi Bendahara Desa 
7. DJaliludin Kadus I 
8. Rakijan Kadus II 
9. Suyatno Kadus HI 
Sumber. Desa Talang Buluh. 2016 

Tabel IV. 2 
Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Buluh 

No Nama Jabatan 
1. Yuswono, SH Ketua 
2. Agus Darwanto Wakii Ketua 
3. Irawati, A.Md Sekretaris 

Kabid Pemerintahan 4. Suyoto 
Sekretaris 
Kabid Pemerintahan 

5. Sugito Kabid Pembangunan 
6. Parwin Endah, S.Pd Kabid Kesra 
7. Rudiyanto Anggota 

Sumber: Desa Talang Buluh. 2016 
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GambarlV. 1 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan 
Desa Taiang Buluh 
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KASI PEMBANGUNAN 

FITRIYQNTI 
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Hi- ENDANG MARTINI 

BEBDAHARA DESA 

IMZON SAFAWI 

KASI KEMASYARAKATAN 

ENDANG SAFAWI 

KEPALA DUSUN 1 

DJALILUDIN 
KEPALA DUSUN 2 

RAKIJAN 

KEPALA DUSUN 3 

SUYATNO 
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E . JLembaga Desa 

Lembaga desa yang lerdapal didesa Talang Buluh adaiah sebagai 

berikut: 

1) Lembaga Pemberdayaan Masvarakal Desa (LPMD) 

Merupakan lembaga desa yang berkonsenlrasi pada bidang 

pembangunan llsik dan sebagai lembaga perencana pembangunan 

desa. 

2) Rukun Tetangga 

Adaiah lembaga Desa yang bertugas membantu pelaksanaan 

Pemerintahan dan mengkoordinir masyarakat diwilayahnya. 

3) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehjahteraan Keluarga (TP-PKK) 

Merupakan Lembaga Desa yang bertugas memberdayakan kaum 

perempuan dalam menangani kesehatan ibu dan anak. dan 

memberdayakan kelompok-kelompok dasawisma serta Tim 

Keluarga Berencana tingkat Desa. 

4) Karang laruna 

Merupakan Tembaga Desa yang membidarigi dalam kegiatan 

kepemudaan baik dibidang olahraga kesenian. dan kegiatan 

lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan 

5) Organisasi Sosial Keagamaan 

Merupakan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan anak 

daiam untuk mempelajari agama sejak usia dini. 
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6) Gapoktan 

Merupakan Mitra Desa yang bergerk dalam bidang peningkatan 

ekonomi masyarakat melaiui kegiatan Pertanian, Petemakan, dan 

Pekerbunan yang terdiri dari Kelompok-kelompom tani: 

a. Kelompok Tani Dwikarya untuk wiiayah Dusun 1! yang 

lebih brfokus pada kegiatan perkebunan. 

b. Kelompok Tani Tunas Jaya untuk wiiayah Dusun I yang 

bertbkus pada kegiaian perkebunan. 

c. Kelompok Tani Argo Muiyo untuk wiiayah Dusun III yang 

berfokus pada kegiatan Holtikultura. 

d. Kelompok Tani Teguh Karya untuk wiiayah Dusun l i yang 

berfokus pada bidang petemakan. 

3. Visi dan Misi Desa Talang Buluh 

1. Visi 

Visi Desa talang Buluh adaiah terwujudnya harkat dan martabat 

menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang guyub, rukun, 

dengan semangat gotong royong. 

2. Misi 

Dalam mencapai misi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adaiah: 

!. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Meningkatkan kuaiitas hidup menuju kesejahteraan mayarakat secara 

berkelanjutan dan berkeadilan 
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3. Membangun tata pemerintahan yang mengutamakan pelayanan 

masyarakat 

4. Menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalamn bidang sosial, 

kesehatan, pendidikan, ketentraman, dan ketertiban 

5. Mengembangkan sumber daya lokal 

6. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola 

pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif 

7. Menjaga kelestarian dan menumbuhkembangkan budaya dan kesenian 

local 

8. Meiestarikan sumber daya alam 

4. Profil Kantor Pemerintahan Desa 

Berdasarkan Undan-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Dareah yang dimaksud Desa adaiah Kesatuan Masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wiiayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepetingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penyelenggaran Pemerintahan Desa adaiah seluruh proses kegiatan 

manajemen Pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan 

Desa yang ada meliputi perencanaan, Penetapan kebijakan, Pelaksanaan, 

Pengorganisasian. Pengawasan, Pengedalian, Pembiayaan, koordinasi, 

Pelestarian, Penyempumaan dan Pengembangannya. 
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Bekaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas dan fimgsi, meliputi semua laporan kegiatan 

Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugas-tugas dan 

keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 

selama tahun anggaran. maka pada setiap berakhimya tahun anggaran 

Kepala Desa membuat laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

kepada Bupati Banyuasin melaiui Camat Talang Kelapa dan kepada 

masyarakat melaiui BPD Desa Talang Buluh yang dibagi di 3 bidang yaitu : 

a. Bidang Pemerintahan 

b. Bidang Pembangunan 

c. Bidang Kemasyarakatan 

Kegiatan Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

Anggaran yang tertuang dalam APBDesa. Kontroi pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa. Selengkapnya kami laporkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Banyuasin melaiui 

Camat Talang Kelapa. 

5. Kondisi Perekonomian 

a. Potensi Unggulan Desa 

Keadaan ekonomi di Desa Talang Buluh dijelaskan dalam 

dokumen Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Tahu (LPPD) 

Anggaran 2014. Keadaan eonomi didesa tersebut selama ini masih 

didominasi oleh sektor perkebunan, Karen wiiayah Dea Talang Buluh 
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65% peekebunan. Desa Taiang Buluh merupakan desa model untuk 

tingkat Kabupaten Banyuasin Karena terdapat tanaman yang dinllai 

ekonomisnya tinggi. Yang sudah dibudidayakan antara lain adaiah 

Tanaman obat-obalan. tanaman pangan dan potensi perikanan yang 

cukup mendukug dan Desa Prima untuk Tingkat Provinsi Sumatera 

Selaian, hal tersebut dikarenakan I>esa Talang Buluh mempunyai 

produk unggulan yaitu Kemplang yang terbuat dari Ikan Leie dan 

produk tersebut sudah sampai ke tingkat Nasional dan produk hasil 

olahan tersebut bemilai niiai ekonomis. 

c. Pertumbuhan Ekononii 

Perekonomian dlDesa Talang Buluh didominasi 

Perkebunan. karena desa Taiang Buluh merupakan desa yang 

berbatasan dengan Kota Madya Palembang. Sehingga untuk 

kondisi ekonomi masyarakat cukup tinggi, hal tersebut dapaldilihat 

dari tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi 

puia, sehinggasagat mudah bagi masyarakat untuk mencari 

pekerjaan yang sesuat dengan pengalaman dan keterampilan yang 

dimiiikinya. 

Pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor perkebunan 

dan pertanian. tetapi juga sebagian masyarakat yang bekerja 

disektor lainnya. seperti petemak sapi. kambing, ayam. da nada 

juga yang menjadi karyawan yang bekerja diperusahaan swasta. 
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6. D A S A R H U K U M 

Adapun dasar hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(LPPD) adaiah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten Banyuasin; 

2. Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagainian telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 dan lerakhir Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa {Lembaran 

Negara Repuiik Indonesia lahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Administrasi Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggung jawaban 

Penyelcnggaraan Pemerintahan Desa; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 09 Kahun 2006 

Tenlang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuasin l ahun 2006 Nomor 23 Sen E); 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor ]3 Tahun 2006 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2006 Nomor 23 Seri E); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2006 tenang 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diDesa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 23 Seri 

K) 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2012 tenang 

Perubahan ata Peraturan Daerah Nomor 12 Tahhun 2006 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 438 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Organisasi Pemerintahan Desa dan uraian Tugas Perangkat Desa. 

7. Program Pembangunan Desa 

Berdasarkan analisis potensi, masalah, dan tindakan pemecahan 

masalah prioritas program pembangunan Desa Talang Buluh. direncanakan 

sesuai dengan arah kebijakan pembanguan Desa Taiang Buiuh Tahun 2014-

2020. Berikut ini adaiah Program Pembangunan Desa sesuai dengan arah 

pembangunan desa. Program ini disusun dalam tabel berikut: 
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Tabel IV. 3 
Program Kegiatan Pembangunan Desa Talang Buluh 

2014 
No. Program Kegiatan Tingkat Peocapaian 

1. Pembangunan 
Bidang 
Pemerintah, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan 
Sosial 

a.Pembanguan 
Bidang Pemerintah 

1. Peningkatan Pelayanan 
Masyarakat 

2. Musyawarah Desa 
3. Pembuatan APBDes 
4. Pembuatan PERDES 
5. Pengeluaran Surat 

Keputusan Kepala Desa 
6. Penyusunan Laporan yang 

dibutuhkan SKPD 
Kabupaten Banyuasin 

7. Peningkatan Sarana 
Prasarana Perkantoran 

1. Pembangunan 
Bidang 
Pemerintah, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan 
Sosial 

b.Pembangunan 
Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

1. Pembinaan Pengurus RT 
2. Pembinaan TP.PKK. 

mengirim pengurus 
lembaga desa pada 
kegiaian pelatihan-
pelatihan 

1. Pembangunan 
Bidang 
Pemerintah, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan 
Sosial 

Pembangunan Sosial 
Budaya 

1. Pendataan Profil Data 
Dasar Keluarga 

2. Pelayanan Surat Menyurat 
2. Pembangunan 

Bidang 
Pendidikan 

a. Bidang Agama 

b. Bidang Pendidikan 

1. Peningkatan Pengetahuan 
agama pada pcngaj ian 
Rutinan 

2. Pembinaan pengurus TPA 
J. rcnamuanan pericngKapan 

sarana peribadatan 

1. Pemberian honor guru 
PAUD dan Dari Dana 
APRN 

3. Peningkatan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 

a. Peningkatan derajat 
kesehatan 

1. Pelaksanaan Posyandu 

Balita dan Posyandu Eansia 

2. Pelatihan Kader Posyandu 

3. Peningkatan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 

b.Pembangunan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Rakyat 

Pemberian bantuan gizi untuk 

anak balita 
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4. Peningkatan 

Kemampuan 

Ekonomi 

Masyarakat 

a. Bidang Pertanian Pelatihan Penanggulangan 

Kama cabe 

4. Peningkatan 

Kemampuan 

Ekonomi 

Masyarakat 

b. Bidang Petemakan 
dan Perikanan 

1. Pelatihan Budidaya Ikan 
Leie 
2. Pelatihan pemanfaatan 
limbah sapt menjadi biogas 

4. Peningkatan 

Kemampuan 

Ekonomi 

Masyarakat 

c. Bidang irigasi Normalisasi aliran sungai Rt 
03 Dusun I 

4. Peningkatan 

Kemampuan 

Ekonomi 

Masyarakat 

d. Bidang kehutanan 
dan Perkebunan 

Pelaksanaan Pembangunan 
jalan produksi sepanjang 4 
K m 

4. Peningkatan 

Kemampuan 

Ekonomi 

Masyarakat 

e. Bidang Keuangan 
Desa 

Peningkatan Admnistrasi 
Keuangan 

5. Pembanguna 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
Hidup 

Pembangunan Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

1. Kegiatan penanaman bibit 
sawit dikebun Desa 

2. Gotong Royong bersih 
Jalan dan Kuburan 

Sumber. Desa Talang Buluh, 2016 
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Tabel IV. 4 
Auggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Buluh 

Tahun 2014 
A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A DESA 

D E S A T A L A N G B U L U H K E C A M A T A N T A L A N G K E L A P A 

TAHUN A N G G A R A N 2014 

NO 
U R U T URAIAN iulj tat t 

1 2 3 4 

1. PF-NDAPATAH 

t.l Pendapatan Asli Desa 

I . I . I Ma.sii lisaha Desa 

1.I .I .I Hasil RUMDES 

l.i.1.2 Usl 

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa : 2,000.000 

1.1.2.1 Hasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 

I.1.2.2 Hasil Pengelolaan Pasar Desa 

1.1.2.3 Hasil Pengelolaan Pasar Hewan 

1.1.2.4 Hasil Pengelolaan/sewa/Ielang Tambahan Perahu 

1.1.2.5 Hasil Sewa Bangunan Desa 

1.1.2.6 Hasil Lelang Lebak (lelang tempal/Iubuk ikan) 

1.1.2.7 
Hasil Sewa Tenda/Kursi/Sound System/Alat Catering 
dst 2,000,000 

1.1.2.8 Dst 

1.1.3 Hasil Swadayadan Partisipasi 

1.I.3.I Sumbangan Hari Besar Agama/National (jika ada) 

1.1.4 Hasil (iotong Royong 10,000,000 

1.1.4.1 Pembangunan Masjid (Tenaga dihitung Uang) 5.000,000 

l.i.4.2 Pembangunan Poskamling (Tenaga dihitung-Uang) 5.000,000 

1.1.4.3 Dst 

l.i.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 

1.2 Bagi Hasil Pajak : 

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota 

1.2.2 Bagi Hasil PBB 

1.2.3 Dst 

1.3 Bagi Hasil Retribusi 

1.3.1 Dst 

1.4 
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah 

l.4.t Alokasi Dana Desa (ADD) 15,520,000 188.400,000 
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1.5 
Baniuan Keuangan Pemerintahan Provinsi. 
Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya 

1.5.1 Bantuan keuangan Pemerintahan : 

1.5.1.1 Dst 

1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi: 

1.5.2.1 Bantuan keuangan Pemerintahan Pros insi SumSef 50.000.000 100.000.000 

1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintahan Kabupaten : 108.120.000 300.000.000 

1.5.3.1 
I amhahHti Pi-nchastlun Tplan Keniiiii Desa dan 
Perangkat Desa 39.000.000 76.2(X>.000 

1.5.3.2 l ambahan Penghasilan l etap Anggota BPD 33.60().0(X) 54.000.000 

t.5.3.3 Insentil/ I'unjungan R T. Adat dan llansip Daerah 5-400.000 23.400.000 

1.5.4 Bantuan keuangan Desa Lainnya 

1.5.4.1 Dst 

1.6 Hibah 

1.6.1 Hibah dari Pemerintah 

1.6.2 Hibah dari Pemerintah Provinsi 

1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten 
1.6.3.1 Hibah Bangun/Rehab Kantor/ Balai Desa/ Dusun Diisi sesuai 

dana 
bangun/reha 

b kantor 

1.6.4 Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 

1.6.5 Hibah dari kelompok Masyarakat atau Perorangan 

1.6.6 Dst 

1.7 Sumbangan Pihak ketiga 

1.7.1 Sumbangan dari 

J U M L A H PENDAPATAN 108.120.000 602,400,000 

2 BELANJA 

2.1 Belanja Langsung 

2.1.1 Beianja [*egawai : 

2.1.1.1 Honor I'im/ Panitia kegiaian 650.000 

2.1.2 Beianja Barang/ Jasa: 45,450,000 

2.1.2.1 Belanja Pcrjalanan Dinas Kepala Desa 

2.1.2.1.1 
Belanja Pcrjalanan Dinas Kepala Desa 12 bin .\ 20 x 
100.000.- 2.000.000 

2.1.2.1.2 
Uelsuija Perjalan Dinas Ketua BPD 12 bin x 10 x 
100.00.- 1,000,000 

2.1.2.2 Belanja Bahan/ Material 

2.1.2.2.1 Alat tulis Kantor (A'l'K) 

2.1.2.2.2 Alat tulis Kantor ( A I K) Pemdes 4.00O.0O0 
2.1.2.2.2. 
3 Alat lulls kamor (ATK) BPD 1.800,000 
2.1.2.2.2. 

Pelayanan Posyandu 1.600,000 
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2.1.2.2.2. 
5 Operasionai Kamtibnas 1.200.000 

2.1.3 Beianja Modal : — 
2.1.3.1 Belania Modal Pengelolaan lanan 

2.1.3.2 Belanja Modal Pengelolaan Jaringan/ Irigasi 
2.1,3.3 Belanja Modal Peneclolaan (I'saha Ekononii Produktrf 

Desa) 20.000.000 33.800.000 
Belanja Modal Pengelolaan (Usaha Ekonomi Produktif 
Desa) 1(1(1 (Kin nnn 

2.1.3.4 
Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa/' Balai 
Desa/' Dusun 

'N 'N 

2.2 
Beianja I idak Langsung ; - • — 

'N 1 Belanja Pegawai/ Penghasilan letap 

1.2..\. 1 Beianja Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa 
t t t \ \ Pen^asilan letap Kepala Desa <lan Perangkat Desa if\ arm nnn 

t t \ \ t 1.1.l.i.l Penghasilan letap Anggota BPD s j nnn nnn 

2.2.1.1.3 
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 9.000.000 20.000.000 

2.2.1.1.4 Tambahan Penghasilan Anggota BPD 5.000.000 10.()(X).000 

2.2.1.2 Insentif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa 

2.2.1.2.1 Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa 3,000.000 10,000,000 

2.2.1.2.2 InsentirKctua RT 18.000.000 

2.2.1.2.3 Tambahan Penghasilan Anggota LPMD 4,000.000 5.000.000 

2.2.1.3 Tambahan Penghasilan P3N 7.200,000 

2.2.1.4 Insentif llansip Desa 2.400.000 2.400.000 

2.2.1.5 Insentif Guru TPA/ PAUD (jika ada) 

2.2.1.6 Dst 

2.2.2 Belanja Subsidi 

2.2.2.1 Dst 

2.2.3 Belanja Hibah/ Musrenbang 500.000 

2.2.3.1 Dst 

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 

2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 

2.2.5.1 Bantuan Keuangan Kemasyarakatan Desa 

2.2.5.1.1 Baniuan Keuangan Kepada LPMD 2.400.000 

2.2.5.1.2 Bantuan Keuangan Kepada TP PKK Desa 2,000.000 2,000.000 

2.2.5.1.3 Bantuan Keuangan kepada IP PKK Desa 5.0OO.OOO 8.000.000 

2.2.5.1.4 Baniuan Keuangan Kepada Karang faruna Desa 1,000.000 6(X).000 

2.2.5.1.5 Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna Desa 3,000,000 7.000.000 

2.2.5.2 Bantuan Keuangan Kepada Posyandu Desa 3.000.000 7.0(X).000 

2.2.5.3 Dst 

2.2.6 Belanja fak i crduga 
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2.2.6.1 Keadaan Darurai 
1 

2.2.6.1.1 Beianja pcnanggulan Wabah penyakil (jika ada) 

2.2.6.2 Bencana Alam 

2.2.6.2.1 Belanja I'enunggiilan banjir (jika ada) 

2.2.6.2.2 Belanja Pcnanggulan kebakaran (jika ada) • 
JUML.AH Bt-.L-\NJA — 

— 
— 

3. Pembiavaan 

.3.1 Penerimaan Pembiavaan — 
• 

3.1.1 

Sisa lebih Pcrhiilungan Anggaran (SILICA) tahun 
sebelumnva 

3.1.2 Hasil i*enjualan kekayaan Desa yang dlpisahkan -
3.1.3 Penerimaan Pinjaman 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 

3.2.2 Penvertaan Modal Desa 
Pembayaran I Uang (diisi jumlah cicilan utang pada 
Bank) 

J U M L A H PEMBIAYA.AN 108.120.000 602.800/000 
Sumber: Penulis 2016 
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B. Hasil Pembahasan 

"Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana anggaran dengan 

pendekatan Good Governance pada Desa Talang Buluh Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin" 

Pertanggungjawaban alokasi dana anggaran harus menyatu dalam 

pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana anggaran 

sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti 

karakteristik^oor/ govermenl diantaranya transparansi. akuntabilitas. 

etisien dan efektifitas serta partisipasi. Alokasi dana anggaran dengan 

pendekatan good governance pada Desa Talang Buiuh Kecamatan Taiang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin telah diteliti dan hasi! penelitian yang 

dihasilkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana anggaran desa dengan 

pendekatan good governance telah dilaksanakan namun dalam realisasi 

alokasi dana anggaran Desa Talang Buluh beium sesuai dengan Peraluran 

Menteri Dalam Negeri Nomor .37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. bahwa penggunaan anggaran 

alokasi dana desa adaiah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja 

aparatur dan operasionai Pemerintah Desa dan beianja langsung sebesar 

70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. 

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban .Alokasi 

Dana Anggaran dengan pendekatan good governance pada Desa Talang 

Buluh Kecamatan l alang Kelapa Kabupaten Banyuasin: 
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1. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan 

PendekatanOWrf Governance ( Transparansi). 

Pemenntah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan 

pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah transparansi dengan 

mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan 

anggaran realisasi alokasi dana desa Talang Buluh Tahun 2014 yang 

berarti telah mewujudkan pertanggxingjawaban pemerintah desa 

kepada masyarakat walaupun beium sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa daiam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran Alokasi 

dana desa belanja tidak langsung 30% dan untuk belanja langsung 

sebesar 70%. Pada laporan anggaran realisasi alokasi dana desa 

Talang Buluh belanja tidak langsung terealisasi sebesar 15% 

sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar 43% artinya 

banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Talang 

Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

Mardiasmo menyebutkan ada 5 tujuan transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: 

a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada 

masyarakat 

b, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemenntah yang baik dan mengurangi aspek K K N . 
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c. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan 

direncanakan (realisasi vs anggaran). 

d. Meniiai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan. 

e. Pelaksanaan dan petanggungjawaban anggaran serta menentukan 

tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang yang terkait. 

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari transparansi ini adaiah 

dengan telah terealisasi tujuan transparansi itu sendiri dimana pada 

Desa Talang Buluh tujuan dari transparansi telah diterapkan namun 

untuk kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan (realisasi 

vs anggaran) beium terealisasi menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22. 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan 

Good Governance (Akuntabilitas). 

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya 

untuk mewujudkan tata keJola pemerintahan yang baik [good 

governance). Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan 

pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah akuntabilitas dalam 

implementasi Alokasi Dana Desa dtmulai dari Pelaksanaan Teknis 

Kegiatan, Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, 

Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa, 

Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Penyusunan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang 
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tercantum dalam Keputusan Kepala Desa TaJang Buiuh No. 10 tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 

Anggaran 2014. 

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas 

Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melaiui 

musyawarah desa, berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil 

wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim 

Peiaksana Alokasi Dana Desa dan Bendahara Desa. 

Dadang menyebutkan indikator minimum akuntabilitas yaitu: 

a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan. 

b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Adanya output dan outcome yang terukur. 

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adaiah 

dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana 

pada Desa Talang Buluh indikator dari akuntabilitas telah diterapkan 

namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan beium sesuai menurut Peraturan Menteri Daiam Negeri 

Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan 

dan perrtanggungjawaban Penyelenggaraan Pemenntahan Desa. 
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3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan 

PendekatanGood Governance (Efisiensi dan Efektifitas). 

Pemerintah Desa Talang Buliih dalam pelaksanaan 

pertanggungjawaban alokasi dana anggaran beium eflsiensi dan 

efektifitas karena beium optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi 

dana desa. karena masih ada yang salah dalam pengelolaan keungan, 

terlihal dari realisasinya anggaranpada Desa Talang Buluh Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten yang beium sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa daiam pasal 22. Dimana anggaran 

Alokasi Dana Desa untuk beianja tidak langsung sebesar 30% dan 

untuk belanja langsung sebesar 70%, tetapi fenomena yang terjadi di 

Desa Taiang Buluh penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang 

Buluh untuk belanja tidak langsung mengalami penuruna dan belanja 

langsung mengalami penurunan. Hal ini banyaknya dana desa yang 

lidak manfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten banyuasin sehingga Alokasi Dana Desa beium sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 

22. 

Dapat disimpukan bahwa Pemerintaha Desa Talang Buluh 

beium mecapai tujuan dalam memperoleh dan memanfaalkan sumber 

daya yang ada sehingga tidak tercapainya optimalisasi penggunaan 

alokasi dana anggraran Desa secara Efektivitas dan Efisien. 
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4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan 

PendekafanGoo*/ Governance (Partisipasi). 

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan 

pertanggungjawaban atokasi dana anggaran telah berpartisipasi dimana 

partisispasi adaiah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif 

daiam proses atau tahapan program dan pengawasannya. muiai dari 

tahap sosialisasi. perencanaan. pelaksanaan. dan pelestarian kegiatan 

dengan memberikan sumbangan tenaga. pikiran. atau dalam bentuk 

materi (PTO PNPM ppk. 2007).Oleh karena itu program perencanaan 

dan kegiatannya disusun melaiui musyawarah desa yang rnembahas 

usulan-usulan perencanaan alau program pembangunan desa yang 

berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan 

Masyarakat desa (PM3D). 

Prinsip tersebut daiam Pemerintahan Desa Talang Buluh 

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka 

kesempatan untuk masayarakat dalam memberika aspirasinya sekaligus 

sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal 

pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat 

dikatakan bahwa partisipasinya masyarakat cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah 

Desa di Desa lalang Buluh, Kecamatan lalang Kelapa. Kabupaten 

Bany uasin. 
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Musyawarah Desa dalam pembahasan dan penyusunan daftar usulan 
rencana kegiatan desa/DURKDes dana alokasi desa 

Berikut adaiah berita acara musyawarah desa dan daftar hadir; 
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Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penjabaran 
Anggaran Pendapatan, Kegiatan Belanja Rutin, Pembangunan dan 
Beianja Desa 

Berikut adaiah notulen rapat dalam Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Beianja Desa dan Penjabaran Anggaran Pendapatan, 

Kegiatan Belanja Rutin. Pembangunan dan Belanja Desa. 

Gambar IV.3 
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B A B V 

S I M P U L A N DAN S A R A N 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

pertanggungjawaban alokasi dana Desa tahun anggaran 2014 dengan 

pendekatan Good Govenance (transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas 

dan Efisien serta Partisipasi) pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang 

kelapa Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Desa Talang Buluh beium 

mengaplikasikan konsep-konsep Good Governance dengan baik. 

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban Alokasi 

Dana Anggaran dengan pendekatan good governance pada Desa Talang 

Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ; 

1. Transparansi 

Desa Talang Buluh dalam menyajikan laporan keuangan 

sudah telah terealisasi secara transparansi akan tetapi dalam 

realisasi anggaran alokasi dana desa tidak sesuat dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Karena belanja 

tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 

43%. Banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh Desa 

Talang Buluh Kecamatan Taiang Kelapa Kabupaten banyuasin 

sebesar Rp.250.200.000 
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2. Akuntabilitas 

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini 

adaiah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri 

dimana pada Desa Talang Buluh indikator dari akuntabilitas telah 

diterapkan namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

standar prosedur pelaksanaan beium sesuai menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Umum Tata Cara Pelaporan dan perrtanggungjawaban 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

3. Efisien dan Efektifitas 

Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

yang beium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

dalam pasal 22. Dimana anggaran Alokasi Dana Desa untuk 

belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung 

sebesar 70%, tetapi fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh 

penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang Buluh untuk belanja 

tidak langsung mengalami penuruna dan belanja langsung 

mengalami penurunan. Hal ini banyaknya dana desa yang tidak 

manfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten banyuasin sehingga Alokasi Dana Desa beium sesuai 
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Dapat disimpukan bahwa Pemerintahan Desa Talang Buluh 

beium mecapai tujuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber 

daya yang ada sehingga tidak tercapainya optimalisasi penggunaan 

alokasi dana anggraran Desa secara Efektivitas dan Efisien. 

4. Partisipasi 

Pemerintahan Desa Talang Buluh telah melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa 

membuka kesempatan untuk masayarakat dalam memberikan 

aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat 

terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan 

penggunaan dana A D D dapat dikatakan bahwa partisipasinya 

masyarakat cukup baik, akan tetapi dalam pelaksaan program kerja 

Desa Talang Buluh masyarakat tidak di ikut sertakan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut. 

a. Bagi Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin 
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Hendaknya lebih ditingkatkan iagi dalam menerapkan alokasi dana desa 

dengan cara mengembangkan berbagai potensi Desa sehingga dapat 

memperiancar pembangunan Desa. 

b. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan 

sampei Desa lainnya dan memperbanyak variabel penelitian yang 

dimasukkan dalam penelitian sehingga membuat penelitian selanjutnya 

memiliki kontribusi penelitian yang lebih luas. 

c. Untuk Pemerintah 

Diharapkan untuk pemerintahlebih memperhatikan dan mendukung 

terus program-program desa sehingga dapat lebih mengembangkan dan 

memajukan desa. 
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